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KONSEP DASAR PERUBAHAN STATUS INSURGENT MENJADI
BELLIGERENT BERKAITAN DENGAN PERJANJTIAN DAMAI ANTARA
GAM DENGAN PEMERINTAH RI

OLEH : DADANG SISWANTO

A. PENDAHULUAN :

Perjanjian Damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah
Republik Tndonesia yang ditandatangani tanggal 9 Januari 2003 di Jenewa bulan
kemarin, diharapkan dapat menyelesaikan konflik Aceh secara damai. Kesepakatan
damai ini merupakan kelanjutan dari kebijakan Presiden Gus Dur pada waktu itu,
yang telah terlebth dahult membuat peranjian kemanusiaan atau  “jeda
kemanusiaan”dengan GAM. Kedua perjanjian tersebut tidak lepas dari jasa Herry
Dunnant Center, vang bertindak sebagai mediator bagi kedua belah pibak yaitu
pemerintah Rl dengan GAM.

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian damai antara GAM dengan pemerintah
RT, maka diadakan kesepakan zone di demilitarisasi, pengaturan zone di
demilitarisasi ini diadopsi dasn Pasal 60 Protokol Tambahan I-1977 yang sebenamya
bertaku dalam konflik bersenjata internasional. Padahal kontlik di Aceh sebenamnya
merupakan konflik bersenjata non iuternasional.

PERMASALAHAN :

Berkaitan dengan uraian singkat terscbut, maka persoalan yang timbul adalab

apakah pemerintah Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap GAM dan

insurgent menjadi belligerent.




PEMBAHASAN
1. Dari GPK menjadi GAM

Pada.masa orde baru pemerintalh menyebut gerakan perlawanan Aceh dengan
istilah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Penggunaan istilah GPK
dimaksudkan untuk memberikan keuntungan potitis bagi pihak Orde baru dalam
menidak semua bentuk gangguan keamanan yang yang terjadi di Aceh. Sebab Istilah
GPK memupunyai Konotasi yang luas, dalam arti pemerintah dapat menindak
semua pembuat kekacauan tanpa membedakan apakah mereka termasuk kelompok
bersenjata atau orang sipil, karena “pengacau keamanan” tidak harus dilakukan
oleh gerakan bersenjata, namun dapat pula dilakukan oleh orang-orang sipil.

Berargumentasi pada adanya gerakan pengacau keamanan di  Aceh,
pemerintah tidak periu melihat berlakunya Pasal 3 common article Konvensi Jenewa
1949, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kemanusiaan terhadap
GPK maupun penduduk sipil yang tidak bersenjata dalam situasi yang sebenarnya
termasuk konflik bersenjata non internusionsal.

Sctelah berpulirnya reformasi dan tumbangnya pemerintah Orde Bary,
pemerintahan  Gus Dur dan Megawati mengakui gerakan perlawan bersenjata di
Aceit sebagai fnsiurgend (pinak pemberontak) vang dulunya disebut GPK dengan
metigakuinya sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pengakuan GAM sebayai
insurgent merupakan penghormatan dan jamnan pemerintah  Indonesia terhadap
berlakunya perlindungan pihak pemberontak melalui Konvensi Jenewa 1949,dalam

kontlik bersenjata non internasional. Dengain kata lain GAM diakui sebagai
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kelompok bersenjata yang boleh melakukan penyerangan dan boleh dijadikan
sasaran serangan dalam konflik bersenjata non internasional, ( disebut kombaran
daiam konfiik beysenjaia uiicraasional}.

Konflik bersenjata di Aceh dikualifikasikan sebagal konflik bersenjata yang
bersifat non internasional, yaitu antara pemerintah Rl dengan pihak pemberontak
(GAM), maka berlakulah pasal 3 common article Konvensi Jenewa 1949. Pasal 3
Konvensi Jenewa 1949 ini tidak memberikan krileria mengenal kapan suatu konflik
bersenjata dikategortkan sebagai konflik bersenjata non internasional.

Kriteria mengenai konflik bersenjata non internasional diatur datam Pasal 1
Par. 2. Protokol Tambahan [1-1977 yaitu sebagai berikut

(1) pertikaian lerjadi di wilayah Pihak Peserla Agung;

(2) Pertikaian terjadi antara Angkatan Bersenjata Pihak Peserta Agung
dengan kekuatan bersenjata yang memberontak (dissident); '

£ X

{(3) Kekuatan bersenjata piliak pemberontak harus berada di bawah komando
yaig bertanggungiawab;
(4) Pihak pemberontak telah menguasai sebagaian wilayah negara, sehinpga
dengan demikian kekuatan bersenjata dapat melaksanakan operasi militer
secara berlanjut;
(5) Pihak pemberontak dapat melakukan Protokol ini.
Meskipun pemerintah Indonesia betum meratifikasi Protokol Tambahan [ dan [I-
1977, setidaknya kriteria tersebut dapat dapat dijadikan acuan dalam menentukan
kriteria konflik bersenjata non internasional.
2. Dari Jeda Kemanusiaan menuju Perjanjian Damai

Tindak lanjut pengakuan pemerintah Indonesai terhadap gerakan separatis di

Aceh (GAM) yaitu dengan membuat perjamjian: “jeda kemanusiaan™ yang
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ditandatangani di Jenewa, antara pihak GAM dengan pemerintair Rl Melalui “jeda
kemanusiaan” tersebut diharapkan adanya perlindungan kemanusiaan bagi GAM
dan masyarakat sipil dalamn situasi konflik bersenjata non mternasional,

Jeda kemanusiaan tersebut merupakan bentuk perianjian khusus antara GAM
dengan Pemerintah Ri untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan Konvensi secara
sebagian atau seluruhnya. “Jeda kamanusiaan™ antara GAM dengan pemerintah RI
tidak dapat dikatakan adanya pemberian pengakuan politis pemerintah de jure pada
pihak pemberontak (GAM). Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat
(2) alinea 1l yang berbunyi sebagai berikut ;

L1

. ... Pelaksanuan ketentuan tersebut di atas, tidak akan mempengaruhi
kedudulan hukum pihak-pihak dalam pertikaian™

Sesuai dengan ketenfuan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa
melalul perjanjian “jeda kemanusiaan” ailtara GAM dengan Pemerintah Ri, status
GAM tidak berubah menjadi “Pihak yang bersengketa® (belligerent), namun tetap
sebagai insurgent / pemberontak”. Perjanjian /jeda kemanustaan” tersebut tidak
akan menghalangt tindakan-tindakan pemerinfab dalam penumpasan  techadap
pemberontak melalu penegakan hukum nasionalnya.

Selanjutnya dalam masa pemerintahan Megawati, pemerintah Indonesia telah
ineudsivalangal “hesepakan daorai” (perjanjikan damaiy dengan GAM. Tujuarmya
adalah menginginkan penyelesaian konflik Acch secara damat dan membenkan
otonomi vhusus bagi masyarakat Aceb untuk menerapkan syariat Islam di Nanggro

Aceh Darussalam. Dilihat dari komieks kewanusiaan , kebijakan pemerinial
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Indonesia mebuaf perjanjian damai dengan GAM, adalah sangat tepat, dengan
demikian akan menghindarkan timbuliiya korban-korban melalui  kekerasan
bersenjata.  Nanun difihiat dac konieks hukuin iniersasional (hulwm humaoiter
internasional), penandatangan petjanjian damat dengan GAM dapat mentmbulkan

anggapan dar Pihak GAM yang tidak lagi sebagai insurgent (pemberontak)

meiginkan  mengarah  pada  pengakuan  scbagai  belligerent (Pikak yang
bersengketa), schingga Jdapai dianalogikan bahwa kedudukan GAM sejajar dengan
pemerintah Indonesia.

Anggapan GAM sebagat belfigerent tersebut diperkuat dengan adanya
kesepakatan kedua belah pihak uiituk menetapkan zone yang di demiliterisasi.
Pengaturan mengenai daerah yang didemiliterisast terdapat dalam Pasal 60 Protokol
Tawmbalaa 1977, vang seUenantya mengatur konflik bersenjata Internasional,
namiun Ketentuzn ini diterapkan secara khusu. dalam konflik bersenjata won
internasional.  Adapun ketentuan meigenai daerah & demiliterisast Pasal 60 ini
adatals sbb:

Fihak -fihak yang bertikai ditarang memperiuas operasi militer ke daerah
vang telah disepakati bersama sebagai zone yang di demiliterisasi . Persetujuan int
haius dilakukan dengan syarat-syarat .
harus dinyatakan secara tegas,
dapat dilakukan secara tertulis atau dengan lisan
dapat diadakan secara langsung (antar fihak yang berfikai} atau meelabsi
negara pelindung

4 harus ditentukan batas-batas zone seteliti mungkin, dan apabila perlu
dicariwnkan cars pengawasan;

hadi e
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5. persetujuan tersebut dapat diadakan dalam masa damai, atau setelsh
permusuhan.

Zone yang didemilitarisasi harys memenubht syarat-qvarat |

1} semua kombatan, seijata dan perlengkapan miltter harus dievakuasi

2) instanst militer tefap, fidak  boleh dipakal untuk kepentingan vang

bersifat permusuhan

3} para penguasa dan penduduk tidak boleh melakukan tindakan yang

bermusuhan;

4) semua usaha yang ada hubungansys dengan usaha-usaha militer haris -

dihentikan.

Berkaitan dengan diterapkannya kesepakatan bersama antara GAM dengan
pemerintah RI mengenai zone di demiliterisasi yang diadopsi dasi Pasal 60 Protokol
Tambahan 1-1977 tersebut di atas, apakah dengan demvikian dapat dikatakan kenflik
bersenjata di Aceh otomatis merupakan konflik bersenjata internasional, karena
diberlakukannya di demilitarisasi yang terdapat dalam Protokol Tambahan {-1977.

Pada hakekathya kouflik berseiyata  ureinasional merupakan konflik
bersenjata antarsa ;'

(1) Negara dengan negara

2) People melawan Colonial dominiation, Alhien Ocupation dan Racist

regime yang dikenal dengan istilah CAR Conflict atau war national
liberation,

Di dasarkan pada konteks pengertian konflik bersenjata internasional tersebut,

apakah dengan demikian GAM dapat disgjajarkan dengan pengertian People

' Lihat Pasal I ayat 4 Protokol Tambahan £-1977
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(bangsa), yang mempunyai kedudukan sejajar dengan negara, schingga berhak untuk
menentukan nasib sendiri atau right of self determination.

Pengertian people dalam konteks tersebut, merupakan suatu bangsa yang
mempunyal hak untuk menentukan nasib sendiri right of self determination. Hak
untuk menentukan nasib sendin selain mengacu pada Piagam PBR  juga harus
didasarkan pada Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly
Relation and Co operation among State. Salah satu ketentuan yang mengatur
principle of equal rights and self determination of people berbunyi sebagai berikut ;

“ Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or

encouraging any action which would dismember or impair, lotality or in
part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent

States conducting themselves in compliance with the principle of equal rights

and self determination of peoples as described above and thus possessed of a

government representing the whole people belonging to the territory without
distinction as to race, creed, or color”
Sesuai isi deklarasi tersebut yang tidak boleh digunakan untuk mendorong tindakan-
tindakan yang bertujuan untuk merusak dlau menggangpe wicgiias lerritoral atau
kesatuan politik suatu negara yang telah merdeka. Dengan demikian berarti artikel
tersebut tidak berlaky bagi gerakan separatis yang akan memisahkan diri dari suatu

negara vang telah merdeka seperti GAM.® Senada dengan hal ini Schindler

menyatakan :

* GPH. Haryomataram, Ratifikasi Protoko! | Konvensi Jenewa 1949 Dilihat dart Aspek Pertahanan
dan Keamanan, Makalah Semiloka tig Hukem Humaniter Internasional dan Pengadilan Pidana
Internasionat di masa depan, Jakarta 2000, hat 5.
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* War of succession which could tear newly independent countries a part are,
therefore not considered wars of national liberation but non international conflicts”
Berdasarkan bal lersebul di atas, GAM yang merupakan Uagian dait suku
Uaigsa ladoucsia jelas tidak dapal wenggunakan hak untuk menentukan nasib
seudint  , inengiagal  Indonesia  sebagal  suatu bangsa  lelash  mienyalakan
keinerdekaanitya. Sedaigkan kescpakatan bersama antara pitak GAM dengan
pemesntah lndonesia mengenai cone yaug didersaiitasas:, dapat ditalsirkan abwa
pemerintah mengakui adanya kekuasaan de facto wilayah Aceh berada di bawah
GAM, yang merupakan syarat adanya situasi konflik bersenjata non intemasional
sebagar pembedaann dengaii situasi Ketegangan poliik, seperti huru-hara dan
tindakan soporadis lainnya. Menurut hemat penulis kedudokan GAM belum
dapal dikaiakan sebagai “belligerent”, kaicna peranjian damai dan kesepakatan -
bersama zune di demtlitarisasi” merupakan fakior yuricis berdakunya syarat-syarat
adanya konflik berseujéta o liternasional, yaitu . pililak pemberontak telah
menguasai schagaian wilavah schingga dapat melauvkan operasi militernya
secara terus menerus”
Selanjutnya dasar perubahan status iswrgend menjadi belligernt menurut
hukum internasional didasarkan pada pemberian pengakuan Pihak I ?
Pemberan pengakuan piak i i didasathan pemikoan baliwa secaa de {acto

pihak pemberontak telah mengnasi sehagian wilayah dari suatu negara |, dan

* Lihat JG Sta-rke‘l?cngantar Hulum Int | edisi IX, Aksara persada [nd, 1984, dan Mochtar
Kusamaatmadja, Pengantar Hukum Internasional bag 1, Bina Cipta Bandung, 1984, hal. 103
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pemﬁerian pengakuan tersebut unfuk menjamin keselamatan warganegaranya di
witayah tersebul. Kemungkinan yang terjadi babhwa GAM memperoleh pengakuén
darr prbwk (00 Jdan dapal dikuatifikasikan sebagal beliigerent, namuir kesulifannya
bahwa (GAM schagat bagian dari suatu suku bangsa tidak berhak untuk meénentukan

nasib sendini ataw right of self determination.

+ KESIMPULAN :

Perjanjian damai antara pihak (PAM dengan pemerintah Republik tndonesia
dan penerapan zone di demiliterisasi tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai
perubaban status hukum GAM dari insurgent menjadi belligerent. Perubaban status
isuigent menjads belligerent dapai dilahukan kalau adanya pengakunn dari pihak
HL
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